
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi 
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 16 
Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang 
Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka; 

BUPATI KOLAKA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Mengingat 

Menimbang 

P&RUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 20 TAHUN 2018 
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) 

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA 

TENTANG 

NOMOR 9 TAHUN 2020 

PERATURAN BUPATI KOLAKA 

BUPATIKOLAKA 
PROVINSISULAWESITENGGARA 



PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 
20 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR OPERASIONAL 
PROSED UR (SOP) PENGADAAN BARANG / JASA 
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN 
KOLAKA. 

MEMUTUSKAN : 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3851); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4578); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
ten tang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan 
Barang/ Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota; 

10. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang 
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 
2019 ten tang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2020; 

12. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 16 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan 
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten 
Kolaka; 
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Menetapkan 



1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka; 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kolaka; 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka; 
4. Sekretariat Daerah yang selanjutnya adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kolaka; 
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Kolaka; 
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 

SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Kolaka; 

7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat 
pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementrian 
Negara/Lembaga/Perangkat Daerah; 

8. Kuasa Penggunaan Anggaran pada Pelaksanaan APBN yang selanjutnya 
disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan 
anggaran pada kementrian Negara/Lembaga yang bersangkutan; 

9. Kuasa Penggunaan pada Pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat 
KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 
kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas 
dan fungsi Perangkat Daerah; 

10. Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah 
pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil 
keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan 
pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah. 

11. Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka yang 
selanjutnya disebut bagian pengadaan adalah unit kerja Parangkat 
Daerah yang bertugas untuk menangani pekerjaan pengadaan 
barang/jasa pemerintah secara terpadu sesuai dengan Peraturan 
Perundang-undangan. 

12. Kelompok kerja pemilihan yang selanjutnya disebut pokja pemilihan 
adalah sumber daya manusia yan telah memiliki sertifikat ahli 
pengadaan barang/jasa pemerinta untuk melaksanakan pemilihan 
penyedia barang/ jasa. 

Pasal 1 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 20 Tahun 2018 
tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka (Berita Daerah 
Kabupaten Kolaka Tahun 2018 Nomor 20), diadakan perubahan sebagai 
berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

PASAL I 
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__J 

13. Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan 
Barang/jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/jasa oleh 
Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan 
serah terima hasil pekerjaan. 

14. Pengadaan Barang/Jasa melalui penyedia adalah cara memperoleh 
barang/jasa yang disediakan oleh para pelaku usaha. 

15. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan adalah atau badan usaha, 
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang 
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah 
hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun sama-sama 
melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagi 
bidang ekonomi. 

16. Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut penyedia 
adalah Pelaku U saha yang menyediakan Barang/ J asa berdasarkan 
kontrak. 

17. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, 
bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, 
dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang. 

18. Pekerja Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang 
meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, 
dan pembangunan kembali suatu bangunan. 

19. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan 
adanya olah piker. 

20. Jasa lainnya adalahjasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan 
peralatan, metodologi khusus, dan/ a tau keterampilan dalam suatu 
sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan. 

21. Harga perkiraan sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah 
perkiraan harga Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh PPK. 

22. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode 
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/ a tau hipotesis 
dibidan ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan 
ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/ a tau teknologi. 

23. Pembelian secara Elektronik yang selanjutnya disebut E-purchasing 
adalah tata cara pembelian barang/ jasa melalui system katalog 
elektronik. 

24. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia 
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya. 

25. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Pemyedia jasa 
Konsultansi. 

26. Penunjukkan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan 
Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya 
dalam keadaan tertentu. 

27. E-reverse Auction adalah metode penawaran harga secara berulang. 
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28. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja 
Pemilihan/Pejabat Pengadaan/ Agen Pengadaan yang memuat informasi 
dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan 
penyedia. 

29. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak 
adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan penyedia 
Barang/ J asa a tau pelaksana Swakelola. 

30. Usaha Mikro adalah usaha produktif untuk orang peroangan dan/atau 
badan usaha perorangan yang memenuhi krieria U saha Mikro 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

31. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan 
dilakukan oleh orang perorangan da bdan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai 
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha 
Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah. 

32. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, 
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan 
merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung 
dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih 
atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang­ 
Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 

33. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan 
tertulis yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan 
Perjaminan/Perusahaan Asuransi/Lembaga keuangan khusus yang 
menjalankan usaha di bidang pembiayaan, perjaminan, dan asuransi 
untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan di bidang Lembaga pembiayaan ekspor Indonesia. 

34. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta 
pemilihan/Penyedia berupa larangan mengikuti Pengadaan Barang/Jasa 
diseluruh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah dalam jangka waktu 
tertentu. 

35. Pengadaan Berkelanjutan adalah Pengadaan Barang/Jasa yang 
bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara 
ekonomis tidak hanya untuk Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah 
sebagai penggunanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan 
mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dalam keseluruhan 
siklus penggunaannya. 

36. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan 
Barang/Jasa yang menggabungkan beberapa paket Pengadaan 
Barang/Jasa sejenis. 

37. Keaadan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para 
pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga 
kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 

38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Kolaka selanjutnya 
disebut LPSE, Kabupaten Kolaka adalah pusat pelayanan proses 
pengadaaan barang/jasa pemerintah secara elektronik di Kabupaten 
Kolaka. 
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/Y SEGARIS AERAH KABUPATEN KOLAKA, 

~ POITU MURTOPO 

BERlTA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2020 NOMOR .. 9 ... 

Diundangkan di Kolaka 
pada tanggal Januari 2020 

Ditetapkan di Kolaka 
pada tanggal (o f anrari ~020 

~~LAKA,\,l. 

~~AFEI 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka 

PASAL II 

Bagan Alur Mekanisme proses pengadaan barang/jasa Pemerintah di 
Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini 

Pasal 7 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: 

39. Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
melalui Bagian Pengadaan Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka yang 
selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian tahapan kegiatan yang 
bersifat baku dan ditetapkan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsi seluruh unsur yang terkait dalam proses pengadaan 
barang/jasa. 
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